PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang © a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat melakukan
- kegiatan dalam mencapai berbagai sasaran yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, periu
diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya, serta
untuk memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
penyelenggaraan bangunan gedung melalui pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Bangunan Gedung.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



10.

i S

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532),

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7),

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan,
Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sebagai Penyidik Pada Pemerintahan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas teknis

operasional pada bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan

usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi

sosial dan budaya.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting
terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Klasifikasi bangunan gedung adalah kiasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan dan persyaratan teknisnya.

Keterangan Rencana Daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan
dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
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Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan
yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, merehabilitasiimerenovasi, atau memugar/
melestarikan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang
dilakukan oleh pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan
luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Garis Sempadan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut GSB adalah garis
maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang-
bidang terluar bangunan gedung yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik
pada jarak tertentu sejajar terhadap :

a. as jalan, batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang

ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang.
b. batas persil yang dikuasai.
c. batas tepi sungai atau saluran air

d. saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api
dan sebagainya.



